PAGE  
19

BAB II
TINJAUAN UMUM
A. Pengertian Pemerkosaan Terhadap Anak

Perkosaan dari kata dasar “perkosa” yang berarti paksa, gagah, kuat, paksa. Memperkosa berarti menndukan dengan kekerasan, memaksa, melanggar dengan kekerasan. Sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dan kekerasan. Dengan demikian dalam kamus Besar Indonesia perkosaan memiliki unsure-unsur pria memaksa dengan kekerasan, bersetubuh dengan seorang wanita (Tim Penyusun Kamus Pusat Pengembangan dan Pembinaan Bahasa 1990, hlm. 673).


Pemerkosaan tidak hanya terjadi kepada wanita tetapi sering terjadi pada anak-anak. Jadi perkosaan menurut yurdis adalah perbuatan memaksa seseorang wanita yang bukan isterinya untuk bersetubuh dengan dia dengan kekerasan atau ancaman kekerasan (Suryono 2001, hlm. 96).


Suryono dalam bukunya Abortus Provoctus bagi korban perkosaan, mengatakan perkosaan dalam Black Low Dictionary dijelaskan bahwa ada tiga kalimat yang hamper sama tapi unsur-unsurnya berbeda. Perkosaan bisa diartikan sebagai:

1. Suatu hubungan kelamin dengan seorang wanita yang dilarang dan tanpa persetujuan wanita tersebut.

2. Persetubuhan yang tidak sah oleh seseorang pria terhadap seseorang wanita yang dilakukan dengan paksaan dan bertentangan dengan kemauan atau kehendak wanita yang bersangkutan.

3. Perbuatan hubungan kelamin yang dilakukan oleh seorang pria terhadap seorang wanita yang bukan isterinya dan tanpa persetujuannya, dilakukan ketika wanita tersebut ketakutan di bawah kondisi ancaman lainnya (Suryono 2001, hlm. 99).
Jika dilihat secara makna, perkosaan dan pemerkosaan memiliki arti yang sama, yaitu berasal dari arti kata perkosa. Akan tetapi kata perkosaan dan pemerkosaan memiliki penjelasan yang berbeda. Perkosaan adalah perbuatan persetubuhan dengan seorang wanita yang bukan isterinya dengan cara paksaan, sedangkan pemerkosaan diartikan sebagai proses cara perbuatan memperkosa dengan kekerasan.
Berdasarkan perbuatan secara paksa sebagaimana yang telah dipaparkan, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya ada empat unsur yang dominan pada perbuatan kekerasan, yakni:

1. Orang yang melakukan paksaan

2. Orang yang dipaksa

3. Ancaman yang diberikan si pemaksa kepada orang yang dipaksa

4. Ucapan atau perbuatan yang dilarang oleh syara’. ( Suryono 2001,hlm.99 ).
Pemerkosaan terhadap anak di bawah umur atau disebut pencabulan dikenal dengan istilah “Pedophilia”, yang berarti dari kata “Pais atau Paidos” yang berarti anak, kata “Phileo atau Philos” yang berarti mencinta. Pedophilia secara sederhana dapat diartikan sebagai suatu tindakan pelampiasan nafsu seksual dengan menjadikan anak-anak sebagai instrumen atau sasaran dari tindakan itu.

Kartini Kartono dalam bukunya Psikologi Abnormal dan Abnormalitas Sekusal, mengartikan Pedophilia sebagai rasa gejala orang dewasa untuk tertarik dan mendapatkan kepuasan seksual dengan melakukan persetubuhan dengan anak-anak (Kartono 2005, hlm. 45).
Tindakan Pedophilia yang dilakukan oleh pria yang sudah menikah dan memiliki kelainan heteroseksual, biasanya tertarik untuk melakukan kekerasan seksual pada anak-anak perempuan yang berusia 8-12 tahun, hal ini disebabkan adanya masalah pekerjaan dan kerusakan dalam rumah tangga. Sehingga memandang anak-anak perempuan sebagai pengganti orang dewasa dalam melakukan hubungan seks. Pria heteroseksual juga biasanya senang bergaul dengan anak-anak perempuan, dengan kedekatannya terhadap anak perempuan secara berangsur-angsur, maka ia mencoba merayu dan membujuk dengan memberikan sesuatu imbalan, sehingga ia dapat melakukan perbuatan seksual dengan anak tersebut.
Tindakan Pedophilia dapat berupa perbuatan ekhshibionitis yaitu dengan cara memperhatikan alat kelamin pada anak-anak, membelai-belai, menciumi, mendekap, menimang, dan manipulasi tubuh anak-anak lainnya, ataupun dalam tahapan senggama dengan anak-anak, merupakan unsur untuk merangsang atau membujuk anak agar memegang alat kelamin orang tersebut.

Dari definisi di atas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan penyimpangan seksual terhadap anak anak-anak adalah periaku seksual yang menyimpang dengan menjadikan anak-anak sebagai objek pemuasan hawa nafsu dan perilaku ini dipandang menyimpang baik dilihat dari norma hukum dan agama.

B. Pelecehan Seksual
Pelecehan atau kekerasan dalam arti Kamus Bahasa Indonesia adalah suatu perihal yang bersifat, berciri keras, perbuatan seseorang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain, atau ada paksaan. Dari penjelasan di atas, pelecehan merupakan wujud perbuatan yang lebih bersifat fisik yang mengakibatkan luka, cacat, sakit atau penderitaan orang lain. Salah satu unsur yang perlu diperhatikan adalah berupa paksaan atau ketidakrelaan atau tidak adanya persetujuan pihak lain yang dilukai (Usman dan Nachrowi 2004, hlm. 46). 
Menurut Collier pelecehan seksual secara Etiologi dapat diartikan sebagai segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran, dan penolakan atau penerimaan korban atas perilaku tersebut dijadikan sebagai bahan pertimbangan baik secara implisit maupun eksplisit (Intan 2012, hlm. 55).

Menurut Collier pengertian pelecehan seksual disini merupakan segala bentuk perilaku bersifat seksual yang tidak diinginkan oleh yang mendapat perlakuan tersebut, dan pelecehan seksual yang dapat terjadi atau dialami oleh semua perempuan. Sedangkan menurut Rubenstein pelecehan seksual sebagai sifat perilaku seksual yang tidak diinginkan atau tindakan yang didasarkan pada seks yang menyinggung penerima (Intan 2012, hlm. 56).

Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran hingga menimbulkan reaksi negatif seperti rasa malu, marah, tersinggung, dan sebagainya pada diri orang yang menjadi korban pelecehan (Intan 2012, hlm. 56). 
Defenisi seksualitas yang dihasilkan dari Konferensi APNET (Asia Pasific Network For Social Health) di Cebu, Filipina 2012 mengatakan seksualitas adalah sekpresi seksual seseorang yang secara sosial dianggap dapat diterima serta mengandung aspek-aspek kepribadian yang luas dan mendalam. Seksualitas merupakan gabungan dari perasaan dan perilaku seseorang yang tidak hanya didasarkan pada ciri seks secara biologis, tetapi juga merupakan suatu aspek kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan dari aspek kehidupan yang lain (Semaoen 2013, hlm. 65). 
Menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia pengertian seksualitas adalah suatu kekuatan dan dorongan hidup yang ada diantara laki-laki dan perempuan, dimana kedua makhluk ini merupakan suatu sistem yang memungkinkan terjadinya keturunan yang sambung menyambung sehingga eksistensi manusia tidak punah (Abineno 2013, hlm. 34). 
Pelecehan seksual adalah segala macam bentuk perilaku yang berkonotasi atau mengarah kepada hal-hal seksual yang dilakukan secara sepihak dan tidak diharapkan oleh orang yang menjadi sasaran sehingga menimbulkan reaksi negatif seperti malu, marah, benci, tersinggung, dan sebagainya pada diri individu yang menjadi korban pelecehan tersebut. Rentang pelecehan seksual ini sangat luas, yakni meliputi: main mata, siulan nakal, komentar berkonotasi seks atau gender, humor porno, cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu, gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual, ajakan berkencan dengan iming-iming atau ancaman, ajakan melakukan hubungan seksual hingga perkosaan. Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja. Meskipun pada umumnya para korban pelecehan seksual adalah kaum wanita, namun hal ini tidak berarti bahwa kaum pria kebal (tidak pernah mengalami) terhadap pelecehan seksual (Irfan 2001, hlm. 76). 
Pelecehan seksual bisa terjadi di mana saja dan kapan saja, seperti di bus, pabrik, supermarket, bioskop, kantor, hotel, trotoar, baik siang maupun malam. Pelecehan seksual di tempat kerja seringkali disertai dengan janji imbalan pekerjaan atau kenaikan jabatan. Bahkan bisa disertai ancaman, baik secara terang-terangan ataupun tidak. Kalau janji atau ajakan tidak diterima bisa kehilangan pekerjaan, tidak dipromosikan, atau dimutasi. Pelecehan seksual bisa juga terjadi tanpa ada janji atau ancaman, namun dapat membuat tempat kerja menjadi tidak tenang, ada permusuhan, penuh tekanan (Anonim 2008, hlm. 65). 
Masalah pelecehan dan kekerasan seksual terhadap anak-anak (sexual child abuse) masih merupakan persoalan besar. Laporan yang dikutip dalam buku Kekerasan Seksual pada Anak dan Remaja” terungkap data-data diantaranya sebagai berikut (1) diperkirakan 25% wanita dewasa pernah mengalami pelecehan seksual semasa kecilnya, (2) diperkirakan 40% pelaku pencabulan terhadap anak dibawah umur adalah orang tuanya sendiri seperti ayah angkat atau ayah tiri bahkan ayah kandung, (3) diperkirakan 80% pelaku kekerasan seksual terhadap anak-anak adalah orang yang dikenal oleh korban misalnya ayah, kakak, paman, tetangga atau teman yang dikenal oleh korban (Purnama, 2002).

C. Jenis-Jenis Pelecehan Seksual
Meski berbagai kalangan berbeda pendapat dan pandangan mengenai pelecehan seksual, namun secara umum kriteria pelecehan seksual yang dapat diterima akal sehat, antara lain memiliki 10 jenis pelecehan seksual seperti ini : 

1. Main mata atau pandangan yang menyapu tubuh, biasanya dari atas kebawah bak “mata keranjang” penuh nafsu. 

2. Siulan nakal dari orang yang dikenal atau tidak dikenal. 

3. Bahasa tubuh yang dirasakan melecehkan, merendahkan dan menghina. 

4. Komentar yang berkonotasi seks. Atau kata-kata yang melecehkan harga diri, nama baik, reputasi atau pencemaran nama baik. 

5. Mengungkapkan gurauan-gurauan bernada porno (humor porno) atau lelucon-lelucon cabul. 

6. Bisikan bernada seksual. 

7. Menggoda dengan ungkapan-ungkapan bernada penuh hasrat. 

8. Komentar/perlakuan negatif yang berdasar pada gender. 

9. Perilaku meraba-raba tubuh korban dengan tujuan seksual, seperti:
a. Cubitan, colekan, tepukan atau sentuhan di bagian tubuh tertentu.
b. Meraba tubuh atau bagian tubuh sensitif.

c. Menyentuh tangan ke paha.

d. Menyentuh tangan dengan nafsu seksual pada wanita.

e. Memegang lutut tanpa alasan yang jelas

f. Menyenderkan tubuh ke wanita
g. Memegang tubuh, atau bagian tubuh lain dan dirasakan sangat tidak nyaman bagi korban. 
h. Menepuk-nepuk bokong perempuan

i. Berusaha mencium atau mengajak berhubungan seksual. 
j. Mencuri cium dan kabur 
k. Gerakan tertentu atau isyarat yang bersifat seksual 
l. Ajakan berkencan dengan iming-iming 
m. Ajakan melakukan hubungan seksual.
10. Pemaksaan berhubungan seksual dengan iming-iming atau ancaman kekerasan atau ancaman lainnya agar korban bersedia melakukan hubungan seksual, dan sebagainya. Perkosaan adalah pelecehan paling ekstrem (Anonim 2008, hlm. 65). 
D. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Pelecehan Seksual Terhadap Anak
Pemerkosaan dalam Islam sudah jelas-jelas dilarang baik dalam al-Qur’an maupun Hadits. Karunia Allah berupa hawa nafsu sering kali tidak dapat dikendalikan dan justru malah berakibat merugikan, baik bagi dirinya sendiri maupun orang lain. Allah juga menghendaki agar manusia mau mengendalikan hawa nafsu dengan akalnya, agar tidak terjadi suatu kejahatan atau perbuatan buruk, contohnya seperti tindakan pemerkosaan. Selain hawa nafsu yang menjadi faktor penyebab tindak pidana pemerkosaan, adapun faktor lainnya, yakni:

1. Faktor psikis dan kejiwaan, menurut Thobing, faktor kejiwaan ini biasanya merupakan refleksi dari terkombinasinya beberapa unsur dari pelaku secara bersamaan, yakni: unsur marah, unsur kekuatan dan unsur Pedophilia.

2. Faktor merosotnya norma susila dan kontrol social, faktor ini antara lain lemahnya iman dan pengendalian hawa nafsu serta kian banyaknya sitimulasi seksual.

3. Faktor interaksi dan situasi, faktor interaksi dapat terjadi melalui hubungan dan komunikasi yang lebih dekat dan terbuka, seperti sering tidur bersama dalam satu kamar dengan orang yang bukan muhrimnya. Faktor situasi biasanya terjadi dikarenakan ada kesempatan yang membuat pelaku untuk berbuat kejahatan tersebut, seperti jauh dari keramaian, suasana sepi dan ruangan yang tertutup yang memungkinkan pelaku leluasa menjalankan aksi-aksi kejahatannya.
4. Faktor ekonomi, faktor ekonomi juga dapat mempengaruhi seseorang melakukan kejahatan seksual seperti pemerkosaan. Sebagai contoh seorang pria yang merasa kesepian setelah menduda ditinggal isteri dan tidak memiliki pekerjaan, oleh karena itu ia akan selalu dirundung ketegangan seksual dan kegelisahan, sehingga penyaluran seksual akan terjadi dengan cara apapun termasuk dengan cara pemerkosaan.
5. Faktor kemajuan teknologi dan ilmu pengetahuan, kemajuan IPTEK yang tidak diimbangi dengan peningkatan keimanan dan ketaqwaan akan berakibat fatal bagi orang tersebut, dikarenakan kemajuan IPTEK akan mempermudah mengakses situs-situs yang porno (Usman dan Nachrowi 2004, hlm 75).
Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa hawa nafsu merupakan  faktor utama yang menjadi penyebab tindak pidana pemerkosaan, dimana hawa nafsu tersebut tidak dapat dikalahkan oleh akal dan telah terkombinasi dengan beberapa unsur dari perilaku yang dating secara bersamaan seperti unsur amarah, kekuatan dan kelemahan iman orang tersebut.
E. Sanksi Pidana Pelecehan Sekusal dalam Undang-undang No. 23 tahun 2002
Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan Undang-Undang Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 telah dijelaskan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan sebuah kejahatan kesusilaan yang bagi pelakunya harus diberikan hukuman yang setimpal. Maksudnya dengan dijatuhkan hukuman kepada si pelaku sehingga dapat kiranya tindakan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur dapat dicegah sehingga perbuatan tersebut tidak terjadi  lagi (M.Sholehuddin 2004, hlm. 116).
Pasal 50 ayat 1 KUHP menyatakan bahwa ada empat tujuan penjatuhan hukuman yaitu:

1. Untuk mencegah terjadinya tindak pidana dengan menegakkan norma-norma hukum demi pengayoman masyarakat.
2. Untuk memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang lebih baik dan berguna.
3. Untuk menyelesaikan komplik yang ditimbulkan oleh tindak pidana (memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai).

Untuk membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Soesilo 1996, hlm. 120).


Adapun dalam KUHP, pasal-pasal yang mengatur tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur terdapat dalam pasal 287, dan 292 KUHP:

1. Pasal 287 ayat (1) KUHP berbunyi: “Barang siapa bersetubuh dengan seorang perempuan di luar  perkawinan, padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun, atau umurnya tidak jelas, bahwa ia belum waktunya untuk dikawin, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun” (Soesilo 1996, hlm. 124).
Tapi apabila perbuatan persetubuhan itu menimbulkan luka-luka atau kematian maka bagi sipelaku dijatuhkan hukuman penjara lima belas tahun, sebagai mana yang telah ditetapakan dalam pasal 291 KUHP.

2. Pasal 292 KUHP: “Orang dewasa yang melakukan perbuatan cabul dengan orang lain sesama kelamin, yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya belum dewasa, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.”
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            Sedangkan di dalam  Undang-Undang No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, ada dua pasal yang mengatur tentang ancaman hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur yaitu pasal 81 dan pasal 82 (Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2002. hlm 23).
3. Pasal 81 yang bunyinya: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)” (Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2002. hlm 24).
4. Pasal 82 yang bunyinya: “Setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau  ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan paling singkat 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp.300.000.000,00 ( tiga ratus juta rupiah) dan paling sedikit Rp. 60. 000. 000, 00 (enam puluh juta rupiah)” (Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2002. hlm 24).
            Dari paparan pasal-pasal tentang hukuman bagi pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa hukuman bagi si pelaku bervariasi, bergantung kepada perbuatannya yaitu apabila perbuatan tersebut menimbulkan luka berat seperti tidak berfungsinya alat reproduksi atau menimbulkan kematian maka hukuman bagi si pelaku akan lebih berat yaitu 15 tahun penjara. Tetapi apabila tidak menimbulkan luka berat maka hukuman yang dikenakan bagi si pelaku adalah hukuman ringan.

             Tindak pidana pelecehan seksual yang dilakukan oleh seseorang terhadap orang lain yang bukan isterinya merupakan delik aduan yang maksudnya adalah bahwa hanya korbanlah yang bisa merasakannya dan lebih berhak melakukan pengaduan kepada yang berwenang untuk menangani kasus tersebut (R. Soenarto Soedibroto 2006, hlm. 435).
Hal pengaduan ini juga bisa dilakukan oleh pihak keluarga korban atau orang lain tetapi atas suruhan si korban. Cara mengajukan pengaduan itu ditentukan dalam pasal 45 HIR dengan ditanda tangani atau dengan lisan. Pengaduan dengan lisan oleh pegawai yang menerimanya harus ditulis dan ditanda tangani oleh pegawai tersebut serta orang yang berhak mengadukan perkara.       
            Adapun mengenai delik aduan dapat dibedakan atas dua jenis, yaitu: delik aduan absolut dan delik aduan relatif.

1. Delik aduan absolut adalah delik (peristiwa pidana) yang hanya dapat dituntut apabila ada pengaduan. Dan dalam pengaduan tersebut yang perlu dituntut adalah peristiwanya sehingga permintaan dalam pengaduan ini harus berbunyi: “saya meminta agar tindakan atau perbuatan ini dituntut”. Delik aduan absolut ini tidak dapat dibelah maksudnya adalah kesemua  orang/ pihak yang terlibat atau yang bersangkut paut dengan  peristiwa ini harus dituntut. Karena yang dituntut di dalam delik aduan ini adalah peristiwa pidananya.
2. Delik aduan relatif adalah delik (peristiwa pidana) yang dituntut apabila ada pengaduan. Dan delik aduan relatif ini dapat dibelah karena pengaduan ini diperlukan bukan untuk menuntut peristiwanya, tetapi yang dituntut di sini adalah orang-orang yang bersalah dalam peristiwa ini (R. Soenarto Soedibroto 2006, hlm. 435).
Berdasarkan penjelasan tentang delik aduan di atas, maka penulis menggolongkan bahwa tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan delik aduan relatif, karena yang dituntut di sini adalah orang yang telah bersalah dalam perbuatan tersebut.
Dengan demikian untuk dapat di tuntut dan dilakukan pemidanaan terhadap pelaku tindak pidana pelecehan seksual, maka syarat utama adalah adanya pengaduan dari pihak yang dirugikan. Apabila tidak ada pengaduan dari pihak yang dirugikan maka pelaku tindak pidana tersebut tidak dapat dituntut atau dijatuhi pidana kecuali peristiwa tersebut mengakibatkan kematian sesuai dengan pasal 287 KUHP. Pemidanaan bagi pelaku tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur  baru dapat dilakukan apabila syarat-syarat untuk itu terpenuhi seperti adanya pengaduan dan di pengadilan perbuatan tersebut terbukti (R. Soenarto Soedibroto 2006, hlm. 53).
Apabila tindak pidana pelecehan seksual itu dapat dibuktikan bahwa orang yang diadukan benar telah melakukannya, maka pidana yang diatur dalam Pasal 287 KUHP dapat diterapkan. Kemudian yang menjadi penentu dijatuhi hukuman adalah terbuktinya perbuatan itu di pengadilan. Dan dalam pembuktian itu harus ada sekurang-kurangnya dua alat bukti dan disertai dengan keyakinan hakim (Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2002. hlm 24).
Mengenai pembuktian ini diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) pasal 183 yang menyatakan bahwa: “Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan juga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya” (Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2002. hlm 24).
Adapun yang dimaksud dengan alat bukti yang sah adalah alat bukti yang ditetapkan dalam Pasal 184 KUHAP yang menyatakan bahwa:
1. Alat bukti yang sah adalah:

a. Keterangan saksi

b. Keterangan ahli

c. Alat bukti petunjuk

d. Keterangan terdakwa.

2. Hal yang secara umum yang telah diketahui tidak perlu dibuktikan (Undang-Undang Republik Indonesia No 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak 2002. hlm 24).
Yang dimaksud dengan keterangan saksi di sini adalah apa yang disampaikan atau dinyatakan oleh saksi di sidang pengadilan tentang peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, atau yang ia alami sendiri dengan menyebutkan alasan dari pengetahuannya ini. Dan keterangan ahli yang dimaksudkan adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang atau jelas suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan yang dinyatakan di sidang pengadilan (R. Soenarto Soedibroto 2006, hlm. 55).

Sedangkan yang dimaksud dengan alat bukti petunjuk adalah: perbuatan, kejadian atau keadaan yang karena persesuaian, baik antara yang satu dengan yang lainnya, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya. Dan yang dimaksud dengan keterangan terdakwa adalah: apa yang disampaikan atau yang dinyatakan di sidang pengadilan tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri.R. Soenarto Soerodibroto 2006, hlm. 173). Adapun yang dimaksud dengan hal yang secara umum telah diketahui adalah keadaan dari diri si korban yang dapat dilihat langsung yaitu dengan adanya tanda-tanda kehamilan atau sebagainya (
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